




Strategi dalam suatu pemilihan umum kepala daerah memiliki peranan
yang sangat penting, karena strategi merupakan suatu rencana untuk tercapainya
suatu visi maupun misi dalam organisasi tersebut. Menurut pendapat Suradinata
strategi merupakan suatu rencana yang memiliki sifat komprehensif, bagaimana
suatu organisasi dapat mencapai misi dan objeknya serta mengusahakan sekecil
mungkin hambatan.1
Pengertian tersebut diperkuat oleh Gluecek (1998) dalam Rochaeti (2005:
26), bahwa strategi merupakan satu kesatuan rencana yang kompeherensif dan
terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi lingkungan yang
dihadapinya, kesemuaan menjamin agar tujuan organisasi tercapai.
Strategi memegang sesuatu peranan penting dalam organisasi dimana
strategi untuk mencapai tujuan seperti  visi dan misi dari calon pasangan yang
akan menjabat. Dalam hal ini tentu pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah memiliki strategi tertentu untuk mendapatkan dukungan dan Hak
suara dari masyarakat.
Untuk menjalankan strategi dalam mendapat dukungan tentu melalui
proses. Dimana proses tersebut menghasilkan kelompok berupa individu-individu
yang di hasilkan yang disebut sebagai segmentasi. Pentingnya proses dalam
1 Emaya Suradinata, Ekologi Pemerintahan Dalam Pembangunan, Ramadhan, Bandung, 1996,
Hal 148
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segmentasi ini dapat mengetahui bagaimana mengelompokan seseorang dengan
karakter dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam suatu kelompok.
Efektif atau tidaknya segmentasi pemasaran dapat dilihat dari beberapa
syarat yang dikemukakan oleh Kotler dalam Nursal, Pertama Dapat di Ukur
maksudnya dapat di ukur berdasarkan proyeksi jumlah perolehan suara yang
mungkin diraih dari setiap segmen, Kedua Dapat di akses dimana untuk
menyampaikan makna politik kepada khalayak melalui media massa  rapat umum,
dan komunikasi lainnya.
Selanjutnya konsep dalam strategi merupakan sebagai suatu rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan utama organisasi yang akan
menentukan keberhasilan untuk mencapi pokok dalam dalam lingkungan yang
penuh tantangan.2 Konsep dalam strategi merupakan suatu yang memiliki tujuan
maupun misi dimana dalam pencapaian misi tersebut bagaimana oranisasi
menggunakan untuk mengiplementasikan suatu kebijakan yang mempengaruhi
kinerja dalam kebijakan tersebut.
Berdasarkan pengertian strategi di atas peneliti menyimpulkan bahwa
strategi merupakan suatu rencana atau penetapan tujuan sebuah kegiatan atau
organisasi maupun di pemerintahan. Strategi merupakan bagian penting dalam
perencanaan kegiatan, dimana strategi ini nanti mempunyai tingkatan dan konsep
berjalannya suatu organisasi tersebut.
Dalam strategi pemenangan ada beberapa faktor yang mendukung
keberhasilan strategi tersebut, antara lain :
2 Sentanoe kertonegoro,Management Organisasi, Widya Press, Jakarta, 1994, hal 56
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1. Marketing Politik
Marketing merupakan kegiatan dimana untuk memenuhi kebutuhan
konsumen serta kepuasan dari konsumen. Pengertian dari marketing  yakni
berhubungan dengan apa yang diinginkan konsumen dimana ini nantinya sebagai
acuan dari perusahaan dalam pengembangan produk. Dalam hal ini dilakukan
untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang akan dijual nantinya sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen serta dalam hal ini juga
dimaksudkan agar barang yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan
memiliki kualitas yang baik di bandingkan dengan produk lain.
Adapun metode dan pendekatan yang terdapat dalam ilmu marketing
yakni dapat membantu institusi politik untuk membawa produk politik dimana hal
ini untuk meyakinkan publik bahwa produk politik yang mereka miliki lebih
unggul di bandingkan dengan pesaing. Metode dalam marketing politik dikenal
dengan Marketing politik lebih ditekankan pada penggunaan pendekatan dan
metode ini digunakan untuk membantu politikus dari partai politik agar lebih
efisien serta efektif untuk membangun dua arah dengan konstituen dan
masyarakat. Dalam marketing politik menyedia\akan  seperangkat atau teknik
dalam dunia politik.3 Kontribusi marketing dalam dunia politik terletak pada
strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh
pemilih. Aktivitas politik harus sesuai dengan aspirasi dari maysarakat luas. 4
Menurut Harris marketing politik harus dilihat secara komprehensif.
Pertama, marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua,
marketing politik lebih di aplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai
3 Firmanzah.2008. Marketing politik: Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia,Hal 128
4 Ibid Hal 203
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politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi bagaimana sampai pada
tahap untuk mempromosikan produk politik dengan melalui pembangunan
simbol, image, platform, dan program apa yang akan di tawarkan. Ketiga,
marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas tidak hanya sekedar
batas akan tetapi sampai pada strategi, dari berbagai macam teknik mulai dari
teknik publikasi, serta menawarkan ide-ide dan desain produk yang di gunakan
untuk pemrosesan informasi. Keempat, melibatkan banyak disiplin ilmu seperti
sosiologi dan psikologi misalkan produk politik berupa sosiologi yang menjurus
pada simbol-simbol dan identitas seseorang, untuk psikologinya yakni berupa
kedekatan yang terjalin, dan karakter seorang pemimpin. Kelima, dikonsep sesuai
terapan dalam berbagi situasi politik mulai dari pemilihan umum sampai proses
loby.5
Adapun pendapat dari Niffenneger6 yang menjelaskan karakteristik
marketing lebih rinci. Dimana karakteristik berbeda dengan marketing komersial.
Meskipun proses marketing masih mengikuti proses marketing yang terdapat
dalam marketing komersial, namun pada tahapan proses ada perbedaan antara
marketing komersial dan marketing politik.
Pada proses marketing politik yang harus sesuai dengan apa yang
diingikan masyarakat. dalam proses political marketing digunakan penerapan 4Ps
bauran marketing konsep yang dikemukakan  oleh Niffenegger7 yakni:
1. Produk (product)
Diartikan sebagai partai, kandidat, serta gagasan partai yang akan di
sampaikan oleh konstituen. Ini berisi tentang playform partai, masa lalu,
5 Ibid. Hal 158
6 Ibid. Hal 199
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karakteristik personal maupun sekarang yang berkontribusi dalam produk politik.
Dimana ini berisi tentang apa yang sudah dilakukan dimasa lampau  yang berisi
konsep dari program kerja sebuah institusi politik.
Menurut Niffenegger8 arti penting sebuah produk tidak hanya di tentukan
oleh karakteristik produk itu sendiri. Pemahaman inilah bagaimana produk yang
di tawarkan kepada masyarakat ini nantinya dapat menjadi peranan yang penting
dalam menyajikan sebuah produk atau sebuah kebijakan yang diberikan. Dalam
hal ini niffeneger membagi menjadi tiga tingkatan. Pertama platform yakni
berisikan konsep maupun identitas, ideologi serta program kerja, selain itu apa
saja yng sudah dilakukan atau kontribusi apa yang dilakukan oleh partai maupun
pasangan petahana di masa yang lampau.
2. Promosi (promotion),
Upaya melalui media seperti periklanan, promosi yang di mix sedemikian
rupa yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam pemilihan
media sangat berpengaruh tentang efektif atau tidaknya peyampaian pesan politik,
karena tidak semua media yang ada sebagai tempat ajang untuk melakukan
promosi.
Promosi disini maksudnya tidak hanya di lakukan di media saja yakni
harus diketahui pula bagaimana tentang pemilihan media yang dapat
menyampaikan pesan yang efektif dalam menyampaikan pesan politik. Misalkan
untuk melakukan kampanye berupa outdor untuk remaja yang baru melakukan
pemilihan umum, atau dengan cara blusukan sembari menyampaikan program
pembangunan-pembangunan. Misalkan partai maupun seorang kandidat menarik
8 Ibid, hal 200
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perhatian masa dengan melakukan sosialisasi anti narkoba atau memberikan
bantuan kepada masyarakat yang sedang dilanda musibah yakni membuat suatu
gerakan-gerakan biasanya ini dimanfaatkan oleh kandidat yang memiliki banyak
dana atau kuasa untuk melakukannya. Dengan begitu publik akan merasakan
kalau kandidat maupun partai politik memperhatikan, menampung, dan berusaha
memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Hal ini penting dilakukan guna
membangun kepercayaan publik.
3. Harga (Price)
Dalam hal ini mencakup banyak hal mulai dari ekonomi, psikologis
sampai citra nasional. Ekonomi mencakup berapa biaya yang dikeluarkan,
psikologis menyangkut apakah pemilih merasa nyaman serta latar belakang yang
dimiliki, dan citra nasional yakni apakah pasangan dari kandidat dapat
memberikan citra positif di kalangan masyarakat.
Menurut Lock dan Harris9 melihat adanya pengenaan harga ketika orang
melakukan pembelian. Nantinya inilah yang akan menjadi pembeda antara
pembelian politik dan pembelian komersial, dimana harga yang harus dibayar
dalam pemilihan  yakni bagaimana membangun kepercayaan  serta keyakina yang
akan di berikan pendukung, dalam sistem demokrasi ini dapat terlihat dari
bagaimana pelimpahan wewenang yang diberikan guna mengatur kehidupan
individu. Dimana dalam hal ini para kandidat harus mengantongi kepercayaan
dari masyarakat dengan harapan apabila keluar sebagai pemenang dalam
pemilihan umum.
9 Ibid, Hal 207
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c. Penempatan (Place)
Berkaitan dengan kemampuan apakah seorang kandidat di distribusikan
oleh partai, serta bagaimana kemampuan dari seorang kandidat dapat menjalin
komunikasi dengan pemilih. Karena kampanye dalam politik harus menyentuk
keseluruh lapisan masyarakat hal ini bisa dilakukan dengan  segmentasi publik.
Dalam hal ini perlunya identifikasi dengan meihat bagaimana penyebaran
penduduk di suatu wilayah, serta dapat membagi beberapa segmen seperti di
dasarkan pada tingkat pendidikan, pemetaan juga dapat dilakukan dengan
keberpihakan oleh pemilih dimana misalkan saja pemilih tradisional, beberapa
pendukung kandidat lain, dan jumlah masa yang mengambang yang
memungkinkan beberapa dari ini ada yang memilih untuk golput.
Menggunakan 4P dalam politik dapat menjadikan marketing tidak hanya
sebatas iklan saja akan tetapi merketing politik menyakut cara sebuah institusi
atau partai politik untuk memberikan produk politik seperti dalam hal program
publikasi kampanye dan komunikasi politik serta strategi segmentasi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Segmentasi dan Positioning
Pada semua bentuk bauran marketing-mix harus selalu memperhitungkan
segmen dan kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat. dimana dalam
segmentasi masyarakat akan di identifikasikan setiap kelompok berdasarkan
karakteristik. Menurut Smith dan Haris mengatakan bahwa institusi politik perlu
melakukan segmentasi politik, dimana perlunya segmentasi ini bisa disebabkan
oleh beberapa hal yakni pertama, dalam segmen pasar pada segmen ini tidak
semua pasar dapat terjangkau karena hanya pasar yang memiliki ukuran serta
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jumlah yang di perhatikan, Kedua sumber daya dari partai politik yang tidak
terbatas, dalam hal ini mengingat sering terjadi aktivitas yang menjadi prioritas
mengingat keterbatasan sumber daya. Ketiga terkait dengan efektifitas program
komunikasi dimana setiap segmen mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda
hal ini menuntut bahwa pendekatan akan dibedakan. Keempat segmentasi perlu
dilakukan karena iklim persaingn antar partai politik dimana harus dibedakan
antara strategi bersaing dengan partai lainnya ini nantinya agar memudahkan
untuk masyarakat melakukan identifikasi dan analisis partai yang akan di
dukung.10
Segmentasi dan positioning tidak dapat dipisahkan karena dalam
segmentasi ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul di
kelompok masyarakat. Sedangkan positioning adalah upaya untuk menempatkan
image dan produk politik yang sesuai di kelompok masyarakat. Dalam hal ini
positioning dalam pelaksanaanya tidak dapat dilakukan tanpa adanya segmentasi
politik. Dalam pasar politik komunitas tersusun atas komponen dimana suatu
komponen saling berinteraksi. Tanpa adanya aktivitas dari sagmentasi partai akan
mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kelompok yang ada di masyarakat.11
3. Pemilihan umum kepala daerah ( Pemilukada)
Pemilihan umum kepala daerah adalah pemilihan dimana dalam
pelaksanaannya dilakukan secara langsung. Pemilihan umum kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.12
10 Ibid. Hal 210
11 Ibid. Hal 211
12 Undang-undang No.  22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilhan Umum, Pasal 1 Butir
4
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Pemilhan umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya
disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Pemilukada meliputi: (a) Pemilihan umum
Gubernur dan Wakil Gubernur; (b)Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan (c)
Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota.13
Pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan
pemilihan dimana dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri munurut
Amirudin dan Zaini Bisri,14 menyatakan ciri utama dari Pemilhan Umum Kepala
Daerah yakni terletak pada pergeseran pola pemilihan, dari elite vote menjadi
model popular vote yang berarti menggeser medan permainan politik dari semula
ada diruang tertutup ke ruang terbuka, yang dulu dipilih diruang DPRD menjadi
dipilih ruang publik.
Pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu proses dimana dalam
proses tersebut dilaksanakannya pemilhan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah. adapun suksenya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
ditandai dengan terpilihnya pasangan calon pemimpin kepala daerah dan wakil
kepala daerah  yang sesuai dengan pilihan rakyat dan rakyat lah yang memilih
sendiri pasangan calon pemimpin daerah tanpa adanya paksaan dari pihak
manapun.
Dalam hal ini suksesnya pemilihan umum di dukung dengan adanya
semangat otonomi yang digulirkan dari tahun 1999. Oleh karena itulah sejak
13 KPU, Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepla Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Penerbit Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Comission, 2010, hal. 2
14 Amirudin dan Zaini Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2006, hal. 25
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tahun 2005 dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara  langsung baik
dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 15 Dalam pemilihan umum kepala
daerah yang diselenggarakan secara langsung pasangan calon yang akan
mengikuti pemilihan tidak hanya pasangan yang diajukan oleh partai, atau
gabungan dari partai itu sendiri akan tetapi pasangan dari luar partai atau disebut
perorangan juga bisa mengikuti pemilihan umum kepala daerah.
Samawi dalam Subhan Afifi, dkk,16 memaparkan bahwa pemimpin sukses
setidaknya mempunyai dua ciri: (a) Memiliki hubngan langsung dan dekat dengan
rakyat; (b) Mengerti dan memahami betul masalah-masalah rakyat dan memiliki
antusiasme yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan rakyat sesuai dengan
kemampuannya. Hal ini menunjukan bahwa sukses atau tidaknya seorang
pemimpin dilihat dari apa yang sudah dia lakukan baik dengan cara bagaimana dia
mendekatkan diri ke masyarakat, mendekatkan keluh kesahnya dengan
masyarakat serta memahami apa yang diinginkan masyarakat.
Pemilihan umum kepala daerah memiliki tujuan dimana tujuan tersebut
harus sesuai dengan terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Menurut Bagir
Manan17dimana tujuan terbentuknya pemilihan umum kepala daerah sebagai
satuan pemerintahan yang mandiri di daerah yang Demokratis. Pemerintahan yang
mandiri maksudnya dimana pemerintah daerah mampu melaksanaakan tugasnya
seperti yang disebutkan pada pasal 65 tentang tugas pemerintah daerah dimana
dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di samping itu melalui otonomi luas
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan
15 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Bandung, PT. Mizan Publika, 2015, Hal. 80
16 Subhan Afifi, Nikolaus Loy, dan DN. Susilastuti (Ed). Op. Cit, Hal 59
17 Bagir Manan, menyongsong. Op.cit.,hal 9-10
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prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan kekhususan serta potensi dan keaneka
ragaman daerah.18
4. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak
Pada rencana pemilihan umum kepala daerah secara serentak merupakan
pemilihan yang diselenggarakan secara serentak di setiap daerah . dimana
pemilihan umum kepala daerah meliputi pemilihan umum Gubernur dan wakil
gubernur untuk wilayah provinsi, sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati
dilaksanakan untuk daerah.
Pemilihan umum secara serentak yang dilakukan di setiap daerah ini di
mulai pada tahun 2015 yakni pada 09 desember 2015, pelaksanaan pemilihan
umum kepala daerah ini sebenarnya tidak mengejutkan dari pihak pemerintah,
sebab pemilihan umum serentak ini dalam penyelenggaraannya tidak dilakukan
secara spontan atau tanpa perencanaan, akan tetapi pemilihan umum kepala
daerah secara serentak ini sudah di persiapkan secara matang.
Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini dilatar
belakangi karena banyaknya kasus-kasus serta gugatan sengketa serta kekerasan
sosial yang terjadi sebelum penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah yang
menimbulkan korban jiwa dan banyaknya kerugian. Selain itu juga pemilihan
umum kepala daerah ini di anggp aman, efektif serta efisien karena masyarakat
tidak lagi menguras waktunya untuk datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS)
berkali-kali pada pemilihan umum kepala daerah untuk memilih gubernur,
kemudian datang lagi untuk memilih bupati dan wakil bupati.
18 Eko Prastojo, Irvan Ridwan Maksumdan Teguh Kurniawan, “Desentralisasi dan pemerintahan
daerah;antara model demokrasi lokal dan efisoensi Struktural,FISIP. UI. Hlm 1  dan 13
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Dalam sistem pemilihan umum kepala daerah apabila dilkaukan secara
serentak permainan-permainan politik akan minim terjadi, karena selain waktu
pelaksanaan yang bersamaan siklus kepemimpinan akan lebih tertib. Karena
pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini akan meminimalisir
permasalahan yang biasa terjadi dalam pemilihan umum kepala derah.
Pemilihan umum kepala daerah secara serentak ini dilakukan secara
bertahap karena hingga 2027 mendatang, dengan dilakukan secara bertahap ini
diharapkan terciptanya siklus yang lebih tertata dan teratur di tingkat nasional.19
Selain itu juga pilkada serentak ini juga mengisyaratkan adanya pengawasan
secara bersamaan atas jalannya proses penyelenggaraan. Ini dapat dilihat dari
tahap pra-Pilkada, kampanye, hari pemilihan, saat penetapan, hasil penghitungan
suara, dan penetapan hasil. Ini akan lebih efektif di lakukan karena ini akan
meminimalisir keuangan saat pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta
pasangan Bupati dan Wakil Bupati selama masa kampanye.
19 Tjahjo Kumolo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Bandung, PT. Mizan Publika, 2015, Hal. 56
